BAB Il

DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN TIDAK TERHORMAT ANGGOTA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERPRES

NO 18 TAHUN 2011
A. Prosedur tugas dan kewenangan Jaksa

Kejaksaan R.l. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum
dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,
dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang
penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang

tidak dapat dipisahkan (en een ondelbaar).*

Sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekueten hukum tetap.’Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat
Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut

!Vide Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan.
2UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP
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umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata,
pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah

juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.®

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2
ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.l. adalah lembaga pemerintah
yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral
dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping
sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-
satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena
itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat
dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga
negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan.*Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan
negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka.
Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004,
bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari

*Pasal 54 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
*Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1)
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pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan

tugas profesionalnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada
pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan
bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses
penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai
pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan
sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi
Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut

Hukum Acara Pidana.

Lex specialis derogath legi generalis merupakan asas yang
mengatur UU yang khusus menyampingkan UU umum maka dengan
demikian sesuai UU Kejaksaan yakni UU No 16 Tahun 2004 Pasal 30
huruf d Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
kemudian ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP JoPasal 17 Peraturan
Pemerintah nomor 27 tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindakpidana
khusus). Di samping PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar
hukum keJaksaan melakukan penyidikan adalah Pasal 2 TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui

eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana
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korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasidalam
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan:
Tugas dan kewenangan Jaksa adalah: “Melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. Dalam penjelasannya dinyatakan
yang dimaksud dengantindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang
pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Jo. Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Eksistensi
Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkaratindak pidana korupsi tidak
sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanya dalam
praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa

Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Fungsi dan Wewenang jaksa Menurut Undang-undang Kejaksaan

No. 16 tahun 2004. Dalam Pasal 30 disebutkan :

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas

bersyarat;
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.
Pasal 31 Juga Menjelaskan:

kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan
seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain
yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau
disebabkab oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,

lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Menjelaskan:
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Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang
ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenag lain berdasarkan undang-

undang.
Pasal 33 berbunyi:

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta
badan negara atau instansi lainya.

Pasal 34

kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum

kepada instansi pemerintah lainnya.
Tugas Komisi Kejaksaan®

o Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja

Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya

e Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap
dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di

luar tugas kedinasan

e Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,
kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di

lingkungan Kejaksaan

e Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan,
pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan

huruf ¢ untuk ditindaklanjuti.

% Ibid
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Wewenang Komisi Kejaksaan

e Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai
Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar

kedinasan

e Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota
masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan
Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan
maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di

dalam atau di luar kedinasan

« Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai
Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran

peraturan kedinasan Kejaksaan

e Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan

dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana

e« Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi,
kelengkapan sarana, dun prasarana serta sumber daya manusia di

lingkungan Kejaksaan

e« Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan
perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan.
Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan

pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.
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Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap
dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan

wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :°

a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima
pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik
pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa
yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah
selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan
berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera
mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan
kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenubhi
syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.

2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi
oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain
perihal identitas tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta
kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh
penyidik pada saat penyidikan.

c. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan

®https://www.kejaksaan.go.id/
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Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum
berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut
umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik
disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik
wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk
penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka
menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera
menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah
memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-
21)

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut
Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain”
adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan
melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik,
penuntut umum dan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat
bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka
penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera
melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum
menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka

serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab
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tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut
umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas
maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat
melakukan  penahanan/penahanan lanjutan terhadap tesangka
sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan

penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.’

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam

poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan
perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera
mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

b. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan
alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal
itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut
saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan
dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana,
meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan
(requisitoir),karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana
atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri

terdakwa.

"Vide Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP.
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d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti
yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya,
maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan
penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian
berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka berdasarkan Pasal 270
KUHAP,? jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.

e. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut
umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun
penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding
berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan atau upaya hukum kasasi
berdasarkan Pasal 244 KUHAP.

f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP,
penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan
dengan mengelarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penuntutan)
dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti,
peristiwvanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup
demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan
apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat
tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya,
penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila
kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut

tersangka, alasan baru tersebut adalah novum (bukti baru).

8 pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP dan Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan.
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Bila melihat uraian yang telah digambarkan di atas, semua
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam
proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas
dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[28],
Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi
terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan
terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa
yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan
hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum,
menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari

keadilan.
B. Tindak Pidana Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang

Semestinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa
senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-
norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat,
serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.’ Kode etik
Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai
pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan
profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga
hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.’’Dalam Pasal 1

angka 4 Peraturan Jaksa 67/2007 disebutkan bahwa sidang pemeriksaan

%Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Operaturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku
Jaksa.


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&id=865
http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&id=865
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kode perilaku jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap jaksa
yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa. Berdasarkan
Pasal 6 Peraturan Jaksa 67/2007, pejabat yang berwenang menjatuhkan

tindakan administratif adalah:

o

Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau

jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh

Presiden.

b. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan
Kejaksaan Agung R.I.

c. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar
lingkungan Kejaksaan Agung R.I.

d. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan
Tinggi.

e. Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan

Negeri.

Dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa 67/2007 disebutkan Sidang
pemeriksaan kode perilaku jaksa dilakukan dalam hal jaksa diduga
melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan

perbuatan yang dilarang, yang dilarang dalam pasal ini yaitu:

a. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku;
b. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan;
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mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai
keadilan dan kebenaran;

bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik
secara langsung atau tidak langsung;

bertindak secara obyektif dan tidak memihak;

memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh
tersangka atau terdakwa maupun korban;

membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat
penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai
kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan,
partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung
atau tidak langsung;

menyimpan dan memegang rahasia sesuatu Yyang seharusnya
dirahasiakan;

menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak
kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-
undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara
universal;

menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;

. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan;
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n. bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan

pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 4 Peraturan Jaksa 67/2007 menyebutkanperbuatan yang

dilarang untuk dilakukan oleh jaksa yaitu: ™

a. menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan
pribadi dan/atau pihak lain;

b. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

c. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan
secara fisik dan/atau psikis;

d. meminta dan atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta
melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan atau
keuntungan sehubungan dengan jabatannya;

e. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau
keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau
mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;

f. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;

g. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan
penegakan hukum;

h. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal

teknis perkara yang ditangani.

Masih sama seperti persidangan yang lainnya bahwa keputusan
sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa dapat berupa pembebasan dari

dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa atau berupa penjatuhan tindakan
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administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang
bersangkutan.’® Perlu diketahui bahwa keputusan sidang pemeriksaan
kode perilaku jaksa bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, jaksa yang
bersangkutan tidak dapat melakukan upaya lain, selain menerima sanksi

berupa tindakan administratif yang dijatuhkan kepadanya.®®

Namun perlu diketahui jika oknum Jaksa yang bermasalah dalam
pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam etika profesi ataupun
aturan-aturan yang melekat pada jaksa ditambah lagi melakukan suatu
tindak pidana, maka proses peradilan terhadapnya, yakni dituntut lagi
secara pidana sesuai hukum yang berlaku masih dapat dilakukan. Sebagai
contoh, jaksa tersebut meminta atau menerima hadiah atau keuntungan
sehubungan dengan jabatannya (pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa
yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Jaksa 67/2007). Dalam hal
ini, selain pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhi tindakan
administratif melalui sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa, oknum
Jaksa tersebut juga dapat dituntut atau didakwa melakukan tindak pidana
suap. Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa hanya dilakukan untuk
menjatuhkan tindakan administratif terhadapnya. Akan tetapi, sanksi
pidana diproses lagi dengan tuntutan yang berbeda. Bahkan dalam
praktiknya, sidang pada peradilan umum (pengadilan) dapat dilakukan
lebih dahulu daripada sidang pemeriksaan pelanggaran kode perilaku

jaksa.
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